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ABSTRAK 

RESPONSIVITAS LAYANAN PENGADUAN PEKERJA MIGRAN 
INDONESIA (PMI) DI BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA 

MIGRAN INDONESIA (BP3MI) LAMPUNG 
 

Oleh 
 

Qaisara Najla 
 

Tingginya jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lampung 
disertai beragam permasalahan menunjukkan pentingnya layanan pengaduan yang 
responsif sebagai bentuk pelindungan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis 
responsivitas layanan pengaduan PMI di BP3MI Lampung. Penelitian menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan dimensi responsivitas Zeithaml 
dkk. (dalam Hardiansyah, 2018), yaitu kemampuan merespons pengguna layanan, 
kecepatan, ketepatan, kecermatan, ketepatan waktu, dan kemampuan menanggapi 
keluhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan pengaduan PMI di BP3MI 
Lampung secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari tersedianya 
berbagai kanal layanan, respon awal petugas yang cepat, tindakan yang sesuai dengan 
jenis permasalahan, ketelitian dalam verifikasi data, serta tindak lanjut melalui 
koordinasi, mediasi, pendampingan, dan komunikasi lanjutan. Namun, kepastian 
waktu penyelesaian belum selalu seragam karena dipengaruhi kompleksitas kasus, 
koordinasi lintas instansi, lokasi PMI, dan keterbatasan kewenangan. Dengan 
demikian, responsivitas layanan pengaduan PMI di BP3MI Lampung bersifat dinamis 
dan menuntut aparatur tetap adaptif serta berorientasi pada kebutuhan pengguna 
layanan.  
 

Kata kunci: Responsivitas Pelayanan Publik, Layanan Pengaduan, Pekerja 
Migran Indonesia (PMI), BP3MI Lampung, Pelindungan PMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

THE RESPONSIVENESS OF COMPLAINT HANDLING SERVICES FOR 
INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) AT THE LAMPUNG OFFICE FOR 

THE PROTECTION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (BP3MI) 
LAMPUNG 

 
By 

 
Qaisara Najla 

 
 

The high number of Indonesian Migrant Workers (PMI) from Lampung, accompanied 
by various problems, highlights the importance of responsive complaint services as a 
form of state protection. This study aims to analyze the responsiveness of complaint 
handling services for PMI at BP3MI Lampung. The study employed a qualitative 
approach with a descriptive design. Data were collected through interviews, 
observation, and documentation. The analysis used Zeithaml et al.’s (in Hardiansyah, 
2018) dimensions of responsiveness: the ability to respond to users, speed, accuracy, 
carefulness, timeliness, and the ability to respond to complaints. The findings show 
that complaint services at BP3MI Lampung have generally been fairly good. This is 
reflected in the availability of multiple service channels, prompt initial responses, 
appropriate actions based on case types, careful data verification, and follow-up 
through coordination, mediation, assistance, and continued communication. 
However, certainty of completion time is not always uniform due to case complexity, 
cross-agency coordination, the location of PMI, and limited authority in certain 
cases. Therefore, the responsiveness of complaint services at BP3MI Lampung is 
dynamic and requires officers to remain adaptive and user-oriented. 
 
Keywords: Public Service Responsiveness, Complaint Handling Services, 
Indonesian Migrant Workers (PMI), BP3MI Lampung, Migrant Worker 
Protection.
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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar  Belakang 
 

Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pengiriman tenaga kerja ke luar 

negeri yang tinggi, hal ini ditunjukkan oleh jumlah penempatan Pekerja Migran 

Indonesia mencapai 296.948 orang pada tahun 2025 (KemenP2MI, 2026). Dorongan 

ekonomi berupa keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, ketimpangan 

kesempatan kerja antardaerah, serta perbedaan tingkat upah antara Indonesia dan 

negara tujuan menjadikan migrasi kerja sebagai pilihan rasional bagi sebagian 

masyarakat. Fenomena ini terlihat pada masyarakat di wilayah kabupaten dan 

pedesaan yang menganggap kerja ke luar negeri sebagai alternatif untuk 

meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam konteks hukum nasional, 

Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya di sebut PMI didefinisikan sebagai warga 

negara Indonesia yang bekerja dengan menerima upah di luar wilayah indonesia 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang  

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu kelompok warga negara yang 

memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Kontribusi PMI 

tidak hanya terlihat dari penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari pendapatan yang 

dikirimkan PMI kepada keluarga sebagai sumber penghidupan. Pada berbagai daerah 

termasuk Provinsi Lampung, keberadaan PMI telah menjadi bagian dari strategi 

ekonomi rumah tangga dan pilihan rasional bagi masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Namun, kontribusi yang dihasilkan PMI tidak selalu berjalan seiring 

dengan terpenuhinya kondisi kerja yang aman dan layak. Proses migrasi kerja dan 

situasi kerja lintas negara sering kali menempatkan PMI pada posisi yang rentan 

terhadap risiko baik yang bersifat struktural maupun situasional. 
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Kerentanan PMI muncul sejak tahap awal migrasi hingga masa bekerja di negara 

tujuan. Pada tahap awal migrasi, keterbatasan informasi, keterbatasan pemahaman 

terhadap prosedur dan hak-hak kerja, serta ketergantungan pada pihak lain dapat 

membuka potensi bagi PMI untuk berada dalam situasi yang rentan menjadi korban 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selanjutnya, selama bekerja di luar 

negeri PMI berpotensi menghadapi berbagai permasalahan seperti kekerasan fisik dan 

psikis, pelecehan, penahanan dokumen oleh majikan atau pemberi kerja, eksploitasi, 

pemutusan hubungan kerja sepihak, hingga tertahannya hak-hak normatif berupa gaji 

dan jaminan sosial. Selain itu, tidak sedikit PMI mengalami kendala administratif dan 

hukum yang mempersulit proses penyelesaian permasalahan, terutama ketika PMI 

harus berhadapan dengan sistem hukum dan budaya kerja yang berbeda di negara 

tujuan. Kondisi ini menempatkan PMI sebagai kelompok rentan yang membutuhkan 

pelindungan negara secara aktif dan berkelanjutan. 

 
Permasalahan yang dialami PMI tidak selalu dapat diselesaikan secara mandiri oleh 

PMI yang bersangkutan. Keterbatasan pengetahuan hukum, hambatan bahasa, serta 

perbedaan sistem ketenagakerjaan di negara tujuan sering kali menyulitkan PMI 

untuk memperjuangkan hak-haknya secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan 

PMI dan keluarga PMI sangat bergantung pada kehadiran negara melalui mekanisme 

pelindungan yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan pelayanan 

publik yang mudah diakses dan responsif menjadi kebutuhan mendasar bagi PMI 

yang mengalami permasalahan. 

 
Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan pelindungan kepada PMI 

tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia yang menegaskan tanggung jawab negara dalam 

memberikan pelindungan sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah 

bekerja di luar negeri. Dalam perspektif administrasi publik, pelindungan PMI tidak 

hanya dimaknai sebagai penyusunan regulasi, tetapi juga diwujudkan melalui 

penyelenggaraan pelayanan publik yang mampu merespons permasalahan PMI secara 

konkret. Salah satu bentuk kehadiran negara dalam konteks tersebut adalah melalui 



3 

 

penyediaan layanan pengaduan sebagai sarana bagi PMI dan keluarganya untuk 

menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta memperoleh informasi mengenai 

proses penanganan kasus. 

 
Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah pengirim PMI yang secara konsisten 

mencatatkan jumlah penempatan cukup tinggi ke berbagai negara tujuan. 

Berdasarkan data penempatan PMI asal Provinsi Lampung periode tahun 2021 hingga 

November 2025, jumlah PMI yang ditempatkan menunjukkan tren yang relatif stabil 

dengan fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa migrasi kerja 

ke luar negeri masih menjadi pilihan ekonomi yang relevan bagi masyarakat 

Lampung. Tingginya jumlah penempatan tersebut secara langsung berimplikasi pada 

meningkatnya potensi permasalahan PMI, sehingga menuntut kesiapan layanan 

pelindungan yang responsif di tingkat daerah. 

 

 

 
Gambar 1. Jumlah Penempatan PMI Provinsi Lampung Periode 2021-2025. 

Sumber : www.bp2mi.go.id, 2020-2025. 
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Data pada gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah penempatan PMI asal Provinsi 

Lampung cenderung stabil dengan fluktuasi pada periode tertentu. Stabilitas jumlah 

penempatan tersebut mengindikasikan bahwa arus migrasi kerja ke luar negeri masih 

berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi ini secara tidak langsung berimplikasi 

pada meningkatnya potensi permasalahan yang dapat dialami PMI selama proses 

bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan layanan pelindungan yang 

memadai, khususnya di tingkat daerah sebagai wilayah asal PMI. 

 
Sejalan dengan tingginya jumlah penempatan PMI, dinamika permasalahan PMI juga 

tercermin dari data layanan pengaduan yang masuk. Data pengaduan PMI asal 

Provinsi Lampung periode tahun 2021 hingga tahun 2025 menunjukkan adanya 

fluktuasi jumlah pengaduan dari tahun ke tahun. Pengaduan tersebut mencerminkan 

berbagai permasalahan yang dialami PMI selama bekerja di luar negeri, baik yang 

bersifat administratif maupun yang berkaitan dengan pelindungan hak. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa layanan pengaduan menjadi sarana penting bagi PMI dan 

keluarga PMI dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi. 

 

 

Gambar 2. Jumlah Pengaduan Pada Tahun 2021-2025. 

Sumber : Data di olah Peneliti, 2025. Dari www.bp2mi.go.id, 2021-2025. 
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Fluktuasi jumlah pengaduan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2 menunjukkan 

bahwa kebutuhan layanan pengaduan PMI bersifat dinamis dan tidak selalu 

berbanding lurus dengan jumlah penempatan. Kondisi ini menegaskan bahwa kualitas 

pelayanan pengaduan, khususnya responsivitas petugas dalam merespons dan 

menindaklanjuti pengaduan, menjadi faktor penting dalam efektivitas pelindungan 

PMI. Berdasarkan klasifikasi permasalahan, jenis pengaduan PMI yang paling 

dominan secara nasional meliputi permohonan pemulangan PMI, kegagalan 

keberangkatan, permasalahan gaji yang tidak dibayarkan, kendala jaminan sosial 

PMI, serta kasus yang berkaitan dengan perdagangan orang. Dominasi jenis 

pengaduan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi PMI tidak 

hanya berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut pelindungan 

hak-hak dasar dan keselamatan PMI. Kondisi ini memperkuat urgensi kehadiran 

layanan pengaduan yang mampu merespons kebutuhan PMI secara cepat, tepat, dan 

berkeadilan, khususnya pada tingkat pelaksana teknis daerah. 

 
Layanan pengaduan PMI diselenggarakan melalui berbagai kanal, antara lain layanan 

tatap muka di kantor BP3MI, layanan WhatsApp, call center, serta media elektronik 

lainnya. Kanal-kanal tersebut menjadi pintu utama bagi PMI dan keluarga PMI untuk 

menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Di balik layanan yang diakses langsung 

oleh PMI, terdapat sistem internal yang digunakan oleh penyelenggara layanan untuk 

mencatat, memverifikasi, dan mengoordinasikan penanganan pengaduan, salah 

satunya melalui crisis center sebagai sistem pendukung internal. Dengan demikian, 

dalam praktik pelayanan, PMI tidak berinteraksi langsung dengan sistem crisis 

center, melainkan dengan petugas layanan pengaduan di BP3MI sebagai garda depan 

pelayanan publik. 

 
Pelaksanaan layanan pengaduan PMI pada dasarnya telah diatur melalui Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan layanan pengaduan yang telah ditetapkan 

oleh KP2MI/BP2MI. SOP tersebut menggambarkan tahapan pelayanan yang meliputi 

penerimaan dan identifikasi pengaduan, analisis permasalahan, disposisi penanganan, 

pemberian informasi dan konsultasi, tindak lanjut penanganan, hingga monitoring 
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dan penyelesaian masalah. Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa layanan 

pengaduan PMI merupakan proses pelayanan yang berlangsung secara berkelanjutan 

dan melibatkan berbagai bentuk respon aparatur dalam setiap tahapannya. Kejelasan 

alur layanan dalam SOP sekaligus menegaskan bahwa kualitas responsivitas petugas 

tidak hanya ditentukan pada saat penerimaan laporan, tetapi juga pada kemampuan 

memberikan respon yang konsisten selama proses penanganan pengaduan 

berlangsung. 

 
Hasil observasi pra-penelitian pada Tahun 2025 di lingkungan BP3MI Lampung 

menunjukkan bahwa dinamika pelayanan pengaduan PMI tidak hanya berkaitan 

dengan ketersediaan sistem, tetapi juga pada bagaimana petugas layanan merespons 

pengaduan yang memiliki karakteristik permasalahan yang beragam dan kompleks. 

PMI yang mengajukan pengaduan umumnya berada dalam kondisi rentan secara 

sosial dan psikologis, sehingga membutuhkan respon yang cepat, jelas, dan empatik 

sejak tahap awal pelayanan. Dalam praktiknya, petugas layanan pengaduan berupaya 

memahami kronologi permasalahan, melakukan analisis awal, serta 

mengoordinasikan tindak lanjut sesuai kewenangan yang dimiliki. Namun, proses 

pelayanan tersebut tetap dipengaruhi oleh prosedur adminsitratif, kebutuhan 

koordinasi lintas instansi, serta batasan kewenangan yang menjadikan respon layanan 

bersifat dinamis menyesuaikan situasi kasus yang ditangani 

 
Petugas BP3MI Lampung berada pada posisi strategis sebagai penghubung antara 

PMI dan sistem pelindungan yang lebih luas dalam penyelenggaraan layanan 

pengaduan. Petugas tidak hanya berkaitan dengan penerimaan laporan, tetapi juga 

mencakup pemberian informasi awal, pemahaman permasalahana yang disampaikan, 

serta proses penghubung dengan mekanisme penanganan yang tersedia sesuai dengan 

kewenangan lembaga.  Responsivitas layanan pengaduan menjadi unsur penting 

untuk menilai kualitas pelayanan publik di bidang pelindungan PMI. Respon yang 

lambat atau tidak jelas berpotensi memperpanjang ketidakpastian yang dialami PMI 

serta menurunkan kepercayaan terhadap penyelenggara layanan. Sebaliknya, respon 

yang cepat, informatif, dan tepat dapat memberikan rasa aman serta kepastian bagi 
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PMI dan keluarga PMI. Perspektif ini menempatkan responsivitas layanan pengaduan 

sebagai aspek yang relevan untuk dikaji secara akademik, khususnya pada konteks 

pelayanan di tingkat pelaksana teknis daerah. 

 
Kajian akademik mengenai pelindungan PMI di Provinsi Lampung telah dilakukan 

dari berbagai perspektif, seperti implementasi strategi, peran organisasi, dan inovasi 

pelayanan. Namun demikian, kajian yang secara khusus menyoroti responsivitas 

layanan pengaduan PMI pada tingkat pelaksana teknis daerah masih relatif terbatas. 

Padahal, kualitas pelindungan PMI dalam praktik sangat ditentukan oleh interaksi 

langsung antara petugas layanan dan PMI saat pengaduan diajukan. Kesenjangan 

kajian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian mengenai 

responsivitas layanan pengaduan PMI bermasalah di BP3MI Provinsi Lampung 

sebagai bagian dari evaluasi kualitas pelayanan publik di bidang pelindungan PMI. 

 
Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pelindungan PMI 

lebih banyak diarahkan pada aspek implementasi strategi, fungsi organisasi, serta 

inovasi pelayanan. Penelitian Wulandari, (2017) menyoroti implementasi strategi 

BP3TKI Lampung dalam mengelola TKI bermasalah, sementara Maya, (2023) 

menganalisis peran BP3MI Lampung melalui pendekatan struktural fungsional 

organisasi. Penelitian lain oleh Hapip, (2025) berfokus pada inovasi pelayanan mobile 

service sebagai upaya perluasan akses layanan BP3MI. Penelitian-penelitian tersebut 

belum secara spesifik mengkaji responsivitas layanan pengaduan pada tingkat 

pelaksana teknis daerah dalam interaksi langsung antara petugas layanan dan PMI 

saat menangani pengaduan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana responsivitas layanan pengaduan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) di BP3MI Lampung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan responsivitas layanan 

pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di BP3MI Lampung. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu administrasi publik, 

khususnya terkait responsivitas pelayanan publik dalam konteks pelindungan 

PMI, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji 

pelayanan pengaduan dan pelindungan PMI di tingkat daerah. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BP3MI Lampung 

dalam meningkatkan kualitas responsivitas layanan pengaduan PMI, terutama 

dalam pemberian informasi, kejelasan proses, dan tindak lanjut penanganan 

pengaduan PMI sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 
  

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti dalam 

melakukan penelitian. Penelitian ini membahas tentang responsivitas layanan 

pengaduan PMI di BP3MI Lampung dan melakukan peninjauan terkait penelitian 

sebelumnya. Berkaitan dengan ini, peneliti mengambil perbandingan penelitian 

terdahulu, sebagai berikut: 

Tabel  1. Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian, 
Nama Peneliti & 

Tahun 

Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

1 Implementasi 
Strategi Balai 
Pelayanan 
Penempatan dan 
Pelindungan Tenaga 
Kerja Indonesia 
(BP3TKI) Lampung 
dalam Mengelola 
Tenaga Kerja 
Indonesia 
Bermasalah (TKIB) 
Tahun 2016. (2017) 
Ayu Wulandari. 

Penelitian ini 
menggunakan teori 
implementasi strategi 
yang memiliki tiga 
komponen utama yaitu: 
1. Perencanaan Integral 
dan Sistem 
Pengendalian. 
2. Kepemimpinan, 
Motivasi dan Sistem 
Komunikasi. 
3. Manajemen Sumber 
Daya Manusia dan 
Kultur Organisasi. 
(Higgins dalam Salusu, 
2006) 

Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
implementasi strategi BP3TKI 
Lampung dalam mengelola 
TKI-B telah berjalan cukup 
baik yang di buktikan dengan: 
1. Aspek perencanaan dan 
sistem pengendalian di 
BP3TKI Lampung dijalankan 
melalui layanan crisis center 
sebagai sarana pengaduan TKI, 
pelayanan advokasi, 
pelindungan hukum, 
pembinaan serta pemberdayan 
TKI Purna, dan kerja sama 
lintas instansi yang selaras 
dengan renstra BP3TKI 
Lampung tahun 2015-2019. 
2. Aspek kepemimpinan dan 
komunikasi, menujukkan 
bahwa pimpinan dan pegawai 
BNP2TKI, Disnakertrans, 
Dinas Sosial, serta organisasi 
buruh migran. Namun, 
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No. Judul Penelitian, 
Nama Peneliti & 

Tahun 

Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

koordinasi antarinstansi belum 
berjalan optimal akibat dualism 
kewenangan dan kurangnya 
inisiatif komunikasi lintas 
lembaga.  
3. Aspek manajemen sumber 
daya manusia dan budaya 
organisasi, menunjukkan masih 
terdapat kendala internal 
seperti terbatasnya jumlah 
SDM pada Seksi Pelindungan 
dan Pemberdayaan, beban kerja 
yang tinggi, serta belum adanya 
langkah proaktif dalam 
pendataan TKI-B yang 
menghambat efektivitas 
pelaksanaan strategi. 

2 Peran Balai 
Pelayanan 
Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia 
(PMI) Bermasalah 
atau Terkendala di 
Provinsi Lampung. 
Ria Shinta Maya 
(2023). 

Penelitian ini 
berdasarkan pada teori 
struktural fungsional, 
dengan skema AGIL: 
1.Adaptation. 
2.Goal Attainment. 
3.Integration. 
4.Lartency. 
(Menurut Talcott 
Parson). 

Hasil penelitian dengan 
menggunakan teori struktural 
fungsional menurut Talcott 
Parson: 
1. fungsi adaptasi sudah 
berjalan meskipun terbatas oleh 
anggaran dan kewenangan. 
2. Tujuan Pelidungan belum 
sepenuhnya terpenuhi. 
3. Koordinasi antar instansi 
sudah ada namun belum 
konsisten sehingga fungsi 
integrasi belum berjalan 
optimal. 
4. fungsi latency atau 
pemeliharaan pola sudah 
dilakukan melalui sosialisasi, 
pembinaan PMI, dan edukasi 
migrasi aman namun masih 
terkendala pada rendahnya 
pemahaman PMI dan 
keterbatasan jangkauan 
sehingga fungsi ini masih 
lemah. 

3 Inovasi Pelayanan 
Mobile Service Balai 
Pelayanan 

Penelitian ini 
menggunakan teori 
difusi inovasi: 

Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa: 
1. Inovasi mobile service dinilai 
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No. Judul Penelitian, 
Nama Peneliti & 

Tahun 

Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia 
(BP3MI) Wilayah 
Lampung. 
Muhammad Teddi 
Hendrawan Hapip 
(2025). 

1.Keuntungan Relatif 
(Relative Advantage). 
2.Kesesuaian 
(Compatibility). 
3.Kerumitan 
(Complexity). 
4.Kemungkinan untuk 
diuji coba 
(Trialability). 
5.Kemudahan untuk 
diamati 
(Observability).  
(Everett M. Rogers) 

memberikan manfaat nyata dan 
mempermudah akses 
masyarakat terhadap layanan 
BP3MI tanpa harus datang 
langsung ke kantor. 
2. Inovasi ini dinilai sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat 
dan kondisi wilayah Lampung 
yang memiliki persebaran PMI 
cukup luas. 
3. Kendala teknis dan 
administratif yang terjadi 
antaranya adalah keterbatasan 
sarana prasarana dan kesiapan 
sumber daya manusia. 
4. program yang dilaksanakan 
secara bertahap dan bersifat 
fleksibel memungkinkan adanya 
evaluasi dan perbaikan dalam 
proses pelaksanaannya. 
5. manfaat inovasi mobile 
service dapat diamati secara 
langsung oleh masyarakat 
melalui peningkatan jangkauan 
pelayanan dan meningkatnya 
partisipasi masyarakat dalam 
akses layanan BP3MI. 

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025 

 
Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian mengenai pelindungan dan pelayanan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi 

Lampung telah dilakukan dari berbagai perspektif teori dan fokus analisis. Penelitian 

Wulandari, (2017) mengkaji implementasi strategi organisasi BP3TKI Lampung 

dalam mengelola TKI bermasalah dengan menekankan aspek perencanaan, sistem 

pengendalian, serta koordinasi organisasi. Penelitian tersebut lebih menempatkan 

layanan pengaduan sebagai bagian dari instrumen pendukung implementasi strategi 

organisasi, tanpa mengkaji secara khusus kualitas respon layanan dalam interaksi 

langsung antara petugas dan PMI sebagai pengguna layanan. 
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Penelitian memandang pelindungan PMI dari perspektif struktural fungsional dengan 

menekankan peran BP3MI sebagai organisasi pelaksana pelindungan. Fokus kajian 

diarahkan pada fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola 

organisasi dalam pelaksanaan pelindungan PMI. Meskipun penelitian ini memberikan 

gambaran mengenai peran BP3MI secara kelembagaan, kajian tersebut belum secara 

spesifik menelaah bagaimana responsivitas layanan pengaduan dijalankan pada 

tingkat operasional, khususnya dalam merespons pengaduan PMI secara langsung.  

 
Penelitian Hapip, (2025) memfokuskan kajian pada inovasi pelayanan melalui 

program mobile service sebagai upaya perluasan akses layanan BP3MI. Penelitian 

tersebut menekankan aspek inovasi dan jangkauan pelayanan, namun belum 

menempatkan responsivitas petugas layanan sebagai fokus analisis utama dalam 

menilai kualitas pelayanan pengaduan PMI. Dengan demikian, dimensi kualitas 

respon aparatur dalam menangani pengaduan PMI belum menjadi perhatian utama 

dalam penelitian tersebut. 

 
Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu cenderung menempatkan layanan 

pengaduan PMI dalam kerangka implementasi strategi, fungsi organisasi, atau inovasi 

pelayanan. Kajian yang secara khusus memfokuskan analisis pada responsivitas 

layanan pengaduan PMI, terutama pada tingkat pelaksana teknis daerah dan dalam 

konteks interaksi langsung antara petugas layanan dan PMI sebagai pengguna 

layanan, masih relatif terbatas. Kesenjangan kajian inilah yang menjadi dasar 

penelitian ini untuk menyoroti responsivitas layanan pengaduan PMI bermasalah di 

BP3MI Provinsi Lampung sebagai dimensi penting dalam kualitas pelayanan publik 

di bidang pelindungan PMI. 

 
2.2 Pelayanan Publik 

 
Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepentingan masyarakat. Dalam kerangka negara kesejahteraan, pelayanan publik 

diposisikan sebagai instrument negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar 
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warga negara secara adil dan merata. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya 

berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas hubungan 

antara pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna layanan. 

 
Pelayanan publik pada dasarnya melibatkan proses interaksi langsung antar aparatur 

negara dan masyarakat dalam rangka pemberian layanan. Interaksi tersebut menuntut 

adanya profesionalisme, kejelasan prosedur, serta sikap aparatur yang berorientasi 

pada kepentingan publik. Dalam praktiknya, pelayanan publik sering dihadapkan 

pada berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas kebutuhan 

masyarakat, dan perbedaan kondisi sosial. Kondisi ini menuntut penyelenggara 

pelayanan publik untuk mampu menyesuaikan bentuk dan mekanisme layanan agar 

tetap efektif dan berkeadilan. Selain itu, pelayanan publik juga berfungsi sebagai 

sarana pelindungan bagi warga negara. 

 
Pelayanan yang diberikan pemerintah harus mampu menjamin rasa aman, kepastian 

hukum, serta kejelasan hak dan kewajiban masyarakat sebagai pengguna layanan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. Penyelenggaraan pelayanan publik menuntut penerapan prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik, antara lain akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. 

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting agar pelayanan publik tidak hanya 

berhenti pada aspek administratif, tetapi juga berorientasi pada pelindungan dan 

pemenuhan hak masyarakat. Kualitas pelayanan publik pada akhirnya sangat 

ditentukan oleh kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan 

masyarakat secara tepat, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. 

 
Santosa (dalam Revida dkk., 2021) mendefinisikan pelayanan publik sebaga 

pemberian jasa oleh pemerintah maupun pihak lain atas nama pemerintah kepada 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik, baik dengan maupun 

tanpa pembayaran. Definisi tersebut menekankan bahwa pelayanan publik tidak 

semata-mata berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada pemenuhan kepentingan 

masyarakat. Pelayanan publik dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara 
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terhadap masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Pandangan lain dikemukaan oleh 

Hayat (dalam Revida dkk., 2021) yang menyatakan bahwa pelayanan publik 

merupakan seluruh aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakatdan harus 

dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hayat juga menegaskan bahwa 

pelayanan publik memiliki cakupan luas dan berkaitan langsung dengan pemenuhan 

kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan publik tidak hanya dilihat sebagai aktivitas 

teknis, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial. Pemenuhan pelayanan publik 

yang berkualitas menjadi syarat terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. 

 
Berdasarkan pandangan para ahli, pelayanan publik dapat dipahami sebagai 

rangkaian aktivitas dan program yang diselenggarakan pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan pelindungan terhadap hak-hak warga 

negara. Pelayanan publik menempatkan masyarakat sebagai subjek utama yang harus 

dilayani secara adil dan professional. Keberhasilan pelayanan publik tidak hanya 

diukur dari terselenggaranya prosedur, tetapi juga dari kepuasan dan rasa aman 

masyarakat sebagai pengguna layanan. Perspektif ini menunjukkan bahwa dimensi 

kualitas pelayanan menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

 
Pelayanan publik menjadi relevan untuk dibahas dalam penelitian ini karena layanan 

pengaduan PMI merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik di bidang 

pelindungan PMI. Hubungan langsung antara negara dan PMI dalam konteks 

pelayanan publik terwujud melalui interaksi antara petugas layanan pengaduan dan 

PMI senagai pengguna layanan, yang didukung oleh sistem internal berupa crisis 

center.  

 
2.2.1 Fungsi Pelayanan Publik 
 
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah tidak dapat 

dilepaskan dari upaya reformasi birokrasi yang menekankan pada pemebentukan 

sistem pengelolaan organisasi yang professional dan berorientasi pada 

kinerja.prodesionalitas aparatur menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas 
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pelayanan, karena berkaitan langsung dengan kompetensi, etika kerja, serta 

kemampuan teknis dan nonteknis yang dimiliki dalam menjalankan tugas pelayanan. 

Kualitas kinerja aparatur yang didukung oleh kemampuan dan keterampilan yang 

memadai berpengaruh secara komprehensif terhadap mutu pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat. Konteks ini relevan dengan pelayanan pengaduan PMI yang 

didukung oleh sistem internal crisis center, yang menuntut aparatur mampu bekerja 

secara profesional dalam menghadapi permasalahan yang kompleks dan sensitif. 

 
Pelayanan publik juga memiliki dimensi hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan 

pentingnya kepastian hukum dalam hubungan antara penyelenggara layanan dan 

masyarakat. Kepastian hukum tersebut mencakup jaminan atas hak dan kewajiban 

masyarakat sebagai pengguna layanan, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan 

yang cepat, mudah, tepat waktu, dan berkualitas sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Penyelenggaraan pelayanan publik menuntut adanya kepatuhan bersama 

antara aparatur dan masyarakat terhadap sistem, prosedur, serta mekanisme pelayanan 

yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip pelayanan publik seperti kepentingan umum, 

profesionalitas, akuntabilitas, keterbukaan, serta perlakuan khusus bagi kelompok 

rentan menjadi dasar penting dalam menilai kualitas pelayanan pengaduan PMI yang 

diselenggarakan oleh BP3MI. 

 
2.2.2 Tujuan Pelayanan Publik 

 
Tujuan utama pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan administratif serta 

penyediaan barang dan jasa publik yang menjadi kewajiban negara. Pelayanan publik 

yang berkualitas menjadi harapan masyarakat, tidak hanya melihat hasil layanan yang 

diterima, tetapi juga dari sikap aparatur, kesesuaian prosedur, serta perilaku 

pelayanan yang mencerminkan profesionalisme. Orientasi pelayanan publik 

didasarkan pada kepentingan masyarakat sebagai penerima layanan. Maryam (dalam 

Pangkey & Rantung, 2023) menjelaskan bahwa tujuan pelayanan publik adalah untuk 
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mencapai kepuasan masyarakat melalui pelayanan menjadi unsur utama baik atau 

buruknya pelayanan publik. 

 
Tujuan pelayanan publik juga ditegaskan secara normatif dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan 

pentingnya kejelasan hubungan hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan 

antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Undang-undang tersebut mengarahkan 

penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan sesuai dengan asas pemerintahan 

yang baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penekanan 

utama dalam ketentuan ini terletak pada pemberian perlindungan dan kepastian 

hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Koridor hak dan kewajiban antara 

aparatur dan masyarakat menjadi batasan yang mengatur jalannya pelayanan publik, 

termasuk dalam pelayanan pengaduan PMI yang diselenggarakan oleh BP3MI 

dengan dukungan sistem internal crisis center yang menuntut kepastian prosedur dan 

kejelasan tanggung jawab penyelenggara layanan. 

 
2.3 Kualitas Pelayanan (Service Quality) 
 
Kualitas pelayanan merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi mampu memenuhi 

kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Dalam konteks pelayanan publik, kualitas 

pelayanan menjadi tolak ukur penting dalam menilai kinerja aparatur pemerintah 

sebagai penyelenggara layanan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang 

berkualitas tidak hanya menekankan pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi 

juga pada kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat sebagai warga negara. 

 
Salah satu model yang banyak digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan adalah 

model Service Quality (SERVQUAL). Model ini dikembangkan oleh Zeithaml, 

Parasuraman, dan Berry, yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur 

melalui lima dimensi utama yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, 

dan empathy (Parasuraman dkk., 1988). Dimensi tangibles berkaitan dengan kondisi 
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fisik pelayanan, reliability berkaitan dengan keandalan pelayanan, responsiveness 

berkaitan dengan kecepatan dan ketanggapan pelayanan, assurance berkaitan dengan 

jaminan serta kepercayaan dan ketanggapan pelayanan, dan empathy berkaitan 

dengan perhatian serta kepedulian penyelenggara layanan terhadap penggunaan 

layanan. 

 
Model SERVQUAL tidak hanya diterapkan dalam sektor swasta, tetapi juga relevan 

digunakan dalam pelayanan publik karena menekankan orientasi pelayanan kepada 

masyarakat. Pendekatan kualitas pelayanan membantu instansi pemerintah dalam 

menilai dan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara 

berkelanjutan. Melalui pengukuran kualitas pelayanan, penyelenggara layanan dapat 

mengidentifikasi aspek-aspek pelayanan yang perlu diperbaiki agar pelayanan publik 

dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sakir, 

2024). Penelitian ini berfokus pada dimensi responsiveness yang berkaitan langsung 

dengan kemampuan aparatur dalam merespons pengaduan dan permasalahan 

masyarakat secara cepat dan tepat. Pemilihan dimensi responsivitas dinilai relevan 

dengan karakteristik layanan pengaduan PMI yang menuntut kecepatan respon, 

kejelasan informasi, serta tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pengadu. 

 
2.4 Responsivitas Pelayanan Publik 

 
Responsivitas merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik yang berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam menanggapi kebutuhan dan 

permasalahan masyarakat. Responsivitas menuntut aparatur tidak hanya menjalankan 

prosedur administratif, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap kondisi dan aspirasi 

masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan publik yang responsif 

menunjukkan adanya kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan respon yang 

diberkan oleh penyelenggara layanan. Oleh karena itu, responsivitas sering digunakan 

sebagai unsur dalam menilai kualitas kinerja pelayanan publik. 

 
Responsivitas dalam pelayanan publik dipahami sebagai kemampuan aparatur 

pemerintah untuk mengenali, memahami, dan merespons tuntutan masyarakat secara 
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cepat dan tepat. Sugiandi (dalam Rasdiana & Riski Ramadani, 2021) menjelaskan 

bahwa responsivitas berkaitan dengan kemampuan aparatur negara dalam 

menanggapi aspirasi, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. 

Aparatur dituntut untuk bersikap adaptif dan tidak pasif dalam menghadapi dinamika 

permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Pandangan ini menegaskan bahwa 

responsivitas merupakan bagian dari kapasitas birokrasi dalam menjalankan fungsi 

pelayanan publik. 

 
Responsivitas pelayanan publik juga berkaitan erat dengan orientasi pelayanan yang 

menempatkan masyarakat sebagai subjek pelayanan. Pelayanan publik yang responsif 

mencerminkan komitmen penyelenggara layanan untuk memberikan perhatian 

terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat. (Rasdiana & Ramadani, 2021) 

menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan wujud tanggung jawab aparatur 

negara dalam merespons kebutuhan masyarakat secara profesional. Dengan demikian, 

responsivitas menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang harmonis 

antara penyelenggara layanan dan masyarakat. 

 
Responsivitas dalam kajian kualitas pelayanan diposisikan sebagai salah satu dimensi 

penting dalam teori kualitas pelayanan (Service Quality). Zeithaml dkk. menjelaskan 

bahwa responsivitas mencerminkan kesediaan dan kemampuan penyelenggara 

layanan dalam membantu pengguna layanan serta memberikan pelayanan secara 

cepat dan tepat (Sakir, 2024) Dimensi ini menekankan pentingnya kecepatan respon, 

ketepatan pelayanan, kejelasan informasi, serta kemampuan aparatur dalam 

menanggapi keluhan masyarakat. 

 
Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, responsivitas dapat dipahami 

sebagai kemampuan aparatur sipil dalam memahami permasalahan yang dihadapi 

masyarakat, mengenali kebutuhan publik, serta merumuskan langkah dan alternatif 

solusi untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan. Kemampuan tersebut 

mencerminkan sejauh mana aparatur mampu bersikap peka dan tanggap terhadap 

dinamika kebutuhan masyarakat.  
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Responsivitas juga menjadi cerminan kualitas interaksi antara penyelenggara layanan 

dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Respon yang diberikan oleh 

aparatur pelayanan akan tercermin secara langsung pada persepsi masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang diberikan dengan respon yang 

cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat cenderung meningkatkan kepuasan 

serta kepercayaan publik. Sebaliknya, pelayanan yang tidak responsif berpotensi 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan. 

 
Dwiyanto dkk., (2021) menyatakan bahwa responsivitas dapat diukur melalu 

beberapa indkator yang diantaranya adalah: 

1. Ada tidaknya pengaduan dari pengguna layanan selama periode satu tahun 

terakhir. 

2. Sikap aparatur dalam menanggapi keluhan yang diajukan oleh pengguna layanan. 

3. Pemanfaatan keluhan pengguna layanan sebagai dasar dalam memperbaiki 

penyelenggaraan pelayanan di masa depan. 

4. Penempatan posisi pengguna layanan oleh aparatur birokrasi dalam mekanisme 

pelayanan yang ditetapkan. 

 
Sejalan dengan hal tersebut, responsivitas sebagai salah satu dimensi kualitas 

pelayanan publik menurut Zeithaml dkk. (dalam Hardiansyah, 2018) dapat dijelaskan 

melalui beberapa unsur, yang diantaranya: 

1.  Kemampuan merespons pengguna layanan secara efektif.  

Kemampuan aparatur dalam merespons setiap pengguna layanan secara efektif 

tercermin dari sikap yang ramah, terbuka, serta kemampuan komunikasi yang baik 

dalam melayani masyarakat tanpa membedakan latar belakang pengguna layanan. 

Respon yang efektif menunjukkan kesiapan aparatur dalam memberikan pelayanan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Kecepatan dalam memberikan pelayanan.  

Kecepatan pelayanan menunjukkan kemampuan aparatur dalam menanggapi 

pertanyaan, permintaan, maupun pengaduan masyarakat secara cepat, jujur, dan 
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efisien. Pelayanan yang cepat mencerminkan kesungguhan penyelenggara layanan 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa penundaan yang tidak diperlukan. 

3. Ketepatan dalam memberikan pelayanan.  

Ketepatan pelayanan berarti setiap proses dan tindakan pelayanan dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga meminimalkan kesalahan 

dan potensi kerugian bagi pengguna layanan. Ketepatan pelayanan mencerminkan 

profesionalitas aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik. 

4. Kecermatan dalam memberikan pelayanan.  

Kecermatan pelayanan tercermin dari kemampuan aparatur dalam bekerja secara 

teliti, fokus, dan sungguh-sungguh pada setiap tahapan pelayanan. Kecermatan 

diperlukan untuk memastikan bahwa pelayanan diberikan dengan kualitas yang 

baik serta sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. 

5. Ketepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan.  

Ketepatan waktu pelayanan menunjukkan kemampuan aparatur dalam 

menyelesaikan pelayanan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 

Pelayanan yang tepat waktu memberikan kepastian dan jaminan bagi masyarakat 

terhadap proses pelayanan yang diterima. 

6. Kemampuan menanggapi keluhan masyarakat.  

Kemampuan aparatur dalam menanggapi keluhan masyarakat tercermin dari 

kesiapan untuk mendengarkan, memahami, serta menindaklanjuti setiap keluhan 

secara bertanggung jawab. Penanganan keluhan yang baik menunjukkan 

kepedulian dan komitmen penyelenggara layanan dalam memberikan solusi 

terbaik terhadap permasalahan masyarakat. 

 
Responsivitas pelayanan tidak hanya melihat sikap aparatur dalam merespons 

pengguna layanan, tetapi juga dari bagaimana respon tersebut dijalankan mengikuti 

alur pelayanan yang jelas. Pada layanan pengaduan PMI, keberadaan standar 

operasional pelayanan menunjukkan bahwa respon aparatur berlangsung dalam 

tahapan pelayanan yang terstruktur, sehingga dimensi responsivitas dalam teori 
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kualitas pelayanan relevan digunakan untuk memahami kesinambungan respon 

selama proses layanan berlangsung. 

 
Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan publik yang dikemukaan oleh 

Zeithaml dkk. (dalam Hardiansyah, 2018) dengan fokus pada dimensi responsivitas. 

Pemilihan teori didasarkan pada pertimbangan bahwa teori tersebut menempatkan 

responsivitas sebagai salah satu dimensi utama kualitas pelayanan, bukan hanya 

sebagai pelengkap. Teori ini memberikan unsur yang terukur, operasional, dan 

relevan untuk menilai kemampuan aparatur dalam merespon kebutuhan, permintaan, 

serta keluhan masyarakat secara cepat, tepat, dan professional.  

 
Urgensi responsivitas pelayanan publik semakin terlihat pada layanan yang berkaitan 

langsung dengan permasalahan masyarakat yang bersifat mendesak, termasuk 

layanan pengaduan PMI. Karakteristik pengaduan yang kompleks serta 

memungkinkan keterlibatan berbagai pihak menuntut adanya respon aparatur yang 

tidak hanya cepat, tetapi juga jelas dalam memberikan informasi dan tindak lanjut 

pelayanan. Kondisi tersebut menjadikan responsivitas sebagai konsep yang relevan 

digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, khususnya untuk memahami 

bagaimana respon aparatur dijalankan sepanjang proses pelayanan pengaduan PMI. 

 
2.5 Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
 
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2017 merupakan setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari 

kerja yang akan bekerja di luar negeri dan telah terdaftar pada instansi pemerintah 

kabupaten/kota. Status CPMI menunjukkan bahwa individu tersebut masih berada 

pada tahap persiapan sebelum diberangkatkan dan ditempatkan secara resmi sebagai 

pekerja migran. Pada tahap ini, CPMI diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan 

administratif dan teknis sebagai dasar pelindungan sebelum bekerja ke luar negeri. 

Berdasarkan Peraturan BP2MI Nomor 2 tahun 2023, setiap CPMI yang akan bekerja 

ke luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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a. Berusia minimal 18 tahun. 

b. Memiliki kompetensi. 

c. Sehat jasmani dan rohani. 

d. Terdaftar dan memiliki Nomor kepesertaan jaminan sosial. 

e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. 

 
Persyaratan tersebut menjadi instrument dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap CPMI 

sebelum memasuki tahap penempatan. Selanjutnya, CPMI yang sudah mengikuti 

tahapan penempatan hingga tahap pemberangkatan dan telah memiliki E-PMI maka 

berganti sebutan menjadi PMI. Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 ayat (2) 

dijelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia 

yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar 

wilayah Republik Indonesia.  

 
Merujuk pada ketentuan tersebut, secara sederhana PMI diartikan sebagai seorang 

individu yang bermigrasi dari negara Indonesia ke negara lain dengan tujuan untuk 

bekerja dan menerima upah selama periode waktu tertentu. Migrasi pekerja 

mencakup beberapa jenis pekerjaan, dalam UU Nomor 18 tahun 2017 Bab II 

disebutkan pada pasal 4 ayat (1) pekerja migran meliputi : 

a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; 

b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau 

rumah tangga; dan  

c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. 

 
Penempatan PMI ke luar negeri wajib dilakukan melalui prosedur resmi yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, 

prosedur penempatan tersebut meliputi tahapan perekrutan, pelatihan, 

penandatanganan perjanjian kerja, pemberangkatan, hingga penempatan dan 

pelindungan di negara tujuan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 

hak-hak PMI serta meminimalisasi risiko terjadinya permasalahan hukum, sosial, dan 



23 

 

kemanusiaan selama bekerja di luar negeri. Sedangkan pekerja migran nonprosedural 

adalah warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri tanpa melalui mekanisme 

dan persyaratan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak 

memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan UU No.18 Tahun 2017, 

diantaranya: 

a. Memalsukan dokumen atau memanipulasi data diri CPMI. 

b. Ketidaklengkapan dokumen. 

c. Pengabaian prosedur dan mekanisme penempatan PMI yang diatur undang-

undang dan hukum yang berlaku. 

d. Menggunakan visa selain visa kerja dengan bantuan oknum kelompok atau 

perorangan. 

e. Tindakan lain yang mengarah pada TPPO akibat kurangnya pengetahuan tentang 

prosedur penempatan yang benar sesuai UU No 18 Tahun 2017 tentang 

pelindungan PMI. 

 
PMI yang mengalami permasalahan selama proses penempatan maupun selama 

bekerja di luar negeri, baik yang berangkat secara prosedural maupun nonprosedural, 

selanjutnya diklasifikasikan sebagai Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B). 

PMI-B merupakan istilah administratif yang digunakan untuk mengelompokkan PMI 

yang menghadapi permasalahan ketenagakerjaan, hukum, sosial, dan kemanusiaan, 

baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri. Keberadaan PMI-B 

menjadi konteks penting dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan 

kebutuhan terhadap layanan pengaduan yang responsif sebagai bentuk pelindungan 

negara terhadap PMI. 

 
2.6 Kerangka Pikir 

 
Penelitian ini disusun berdasarkan permasalahan mengenai responsivitas layanan 

pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di BP3MI Lampung yang menjadi 

bagian penting dalam upaya pelindungan PMI. Tingginya jumlah penempatan PMI 

asal Provinsi Lampung yang disertai beragam permasalahan menunjukkan bahwa 
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kebutuhan terhadap layanan pengaduan yang cepat, tepat, dan mudah diakses 

semakin penting. Layanan pengaduan tidak hanya dipahami sebagai sarana 

penerimaan laporan, tetapi juga sebagai rangkaian pelayanan publik yang menuntut 

kemampuan aparatur dalam memberikan respon secara berkelanjutan sesuai 

kebutuhan pengguna layanan. Dalam praktiknya, responsivitas layanan pengaduan 

belum selalu berjalan secara seragam. Proses penanganan pengaduan dipengaruhi 

oleh kompleksitas kasus, kebutuhan koordinasi lintas instansi, lokasi PMI, serta 

keterbatasan kewenangan lembaga dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. 

Kondisi tersebut menjadikan responsivitas sebagai aspek penting yang perlu dikaji 

untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan pengaduan dijalankan oleh BP3MI 

Lampung.  

 
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori kualitas 

pelayanan (Service Quality) yang dikemukakan oleh Zeithaml dkk. (dalam 

Hardiansyah, 2018), dengan fokus pada dimensi responsiveness. Dimensi ini 

digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis responsivitas layanan 

pengaduan PMI melalui  kemampuan merespons pengguna layanan, kecepatan 

pelayanan, ketepatan pelayanan, kecermatan pelayanan, ketepatan waktu 

penyelesaian, serta kemampuan menanggapi keluhan. 
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Gambar 3. Kerangka Pikir 

Sumber: Diolah peneliti, 2026.  



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

3.1 Jenis Penelitian  
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2013), Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi 

objek yang bersifat alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui berbagai teknik, 

kemudian dianalisis secara induktif dengan penekanan pada pemaknaan terhadap 

fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan 

menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

 
Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis responsivitas layanan pengaduan PMI bermasalah 

di BP3MI Provinsi Lampung. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana respon 

yang diberikan oleh petugas layanan pengaduan dalam menangani pengaduan PMI, 

baik dari segi kecepatan, ketepatan, kejelasan informasi, maupun tindak lanjut yang 

diberikan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara mendalam 

pengalaman, persepsi, serta praktik pelayanan yang terjadi di lapangan. 

 
Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk 

memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai responsivitas layanan 

pengaduan PMI sebagai bagian dari kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, 

pendekatan ini dinilai tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang 

berfokus pada bagaimana responsivitas layanan pengaduan PMI di BP3MI Provinsi 

Lampung. 
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3.2 Fokus Penelitian 
 

Penelitian ini berangkat dari kondisi empiris di mana Pekerja Migran Indonesia yang 

mengalami permasalahan sering berada pada situasi mendesak dan membutuhkan 

respon cepat dari penyelenggara layanan pengaduan. Pengaduan PMI berkaitan 

dengan persoalan ketenagakerjaan, hukum, dan kemanusiaan yang berdampak 

langsung pada keselamatan serta kepastian hak PMI. Kondisi tersebut menjadikan 

layanan pengaduan sebagai instrumen penting dalam pelindungan PMI, sehingga 

kualitas respon petugas layanan perlu dikaji secara mendalam. Fokus penelitian ini 

diarahkan pada responsivitas layanan pengaduan PMI bermasalah di BP3MI 

Lampung. Fokus dipilih karena layanan pengaduan tidak cukup dinilai dari 

keberadaan prosedur atau sistem layanan, tetapi dari bagaimana petugas layanan 

merespons pengaduan yang diajukan oleh PMI.  

 
Respon yang diberikan petugas menjadi penentu utama bagi PMI dalam memperoleh 

kepastian penanganan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini tidak bertujuan 

untuk menilai keberhasilan layanan pengaduan berdasarkan jumlah pengaduan yang 

diselesaikan, melainkan untuk memahami proses pelayanan yang berlangsung di 

tingkat pelaksana. Perhatian penelitian diarahkan pada praktik respons petugas 

layanan pengaduan, dimulai dari penerimaan pengaduan, pemberian respon awal, 

hingga tindak lanjut penanganan pengaduan PMI. Pendekatan ini digunakan untuk 

menggambarkan bagaimana responsivitas layanan pengaduan dijalankan dalam 

praktik pelayanan sehari-hari di BP3MI Provinsi Lampung. 

 
Fokus penelitian dijabarkan ke dalam beberapa unsur layanan publik yang 

dikemukakan oleh Zeithaml dkk. (dalam Hardiansyah, 2018) melalui adaptasi 

dimensi responsiveness pada teori kualitas pelayanan. Unsur-unsur tersebut 

digunakan sebagai acuan untuk menganalisis responsivitas layanan pengaduan PMI 

bermasalah, yaitu sebagai berikut: 
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1. Kemampuan merespons pengguna layanan secara efektif.  

Unsur ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana sikap, komunikasi, dan 

kesiapan petugas layanan dalam menerima serta menanggapi pengaduan PMI. 

Analisis diarahkan pada cara petugas menyambut pengaduan, kejelasan 

komunikasi yang diberikan, serta kemampuan petugas dalam memahami 

permasalahan PMI sejak awal proses pengaduan. Unsur ini digunakan untuk 

melihat sejauh mana petugas mampu memberikan respon yang bersifat empatik 

dan sesuai dengan kebutuhan PMI sebagai pengguna layanan.  

2. Kecepatan dalam memberikan pelayanan.  

Kecepatan pelayanan difokuskan untuk menilai waktu respon petugas layanan 

sejak pengaduan pertama kali disampaikan hingga respon awal diberikan kepada 

PMI. Analisis diarahkan pada kecepatan petugas dalam menindaklanjuti 

pengaduan tanpa penundaan yang tidak diperlukan. Unsur ini digunakan untuk 

melihat apakah layanan pengaduan mampu merespons permasalahan PMI secara 

cepat, mengingat sebagian besar pengaduan bersifat mendesak dan memerlukan 

penanganan segera. 

3. Ketepatan dalam memberikan pelayanan.  

Ketepatan pelayanan digunakan untuk mengkaji kesesuaian tindakan petugas 

dengan jenis permasalahan PMI yang diadukan. Analisis diarahkan pada apakah 

respon dan langkah yang diambil oleh petugas telah sesuai dengan kebutuhan dan 

permasalahan yang dihadapi oleh PMI. Unsur ini digunakan untuk menilai 

kemampuan petugas dalam memberikan respon yang tepat sasaran dan tidak 

menyimpang dari permasalahan utama yang diadukan. Ketepatan waktu 

pelayanan diarahkan untuk menilai kesesuaian waktu penyelesaian pengaduan 

dengan standar atau estimasi waktu yang disampaikan kepada PMI.  

4. Kecermatan dalam memberikan pelayanan.  

Kecermatan pelayanan difokuskan untuk mengkaji ketelitian petugas dalam 

memproses pengaduan PMI. Analisis mencakup kejelasan informasi yang 

disampaikan kepada PMI, ketepatan pencatatan data pengaduan, serta keseriusan 

petugas dalam menangani setiap tahapan pelayanan. Unsur ini digunakan untuk 
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melihat sejauh mana petugas menjalankan pelayanan secara teliti dan profesional 

dalam menangani pengaduan PMI. 

5. Ketepatan waktu dalam penyelesaian pelayanan.  

Ketepatan waktu pelayanan diarahkan untuk menilai kesesuaian waktu 

penyelesaian pengaduan dengan standar atau estimasi waktu yang disampaikan 

kepada PMI. Analisis difokuskan pada kepastian waktu penanganan pengaduan 

serta konsistensi petugas dalam menyelesaikan pengaduan sesuai dengan jangka 

waktu yang dijanjikan. Unsur ini digunakan untuk melihat sejauh mana layanan 

pengaduan memberikan kepastian bagi PMI selama proses penanganan 

berlangsung. 

6. Kemampuan menanggapi keluhan masyarakat.  

Unsur ini digunakan untuk mengkaji bagaimana petugas layanan menindaklanjuti 

keluhan PMI selama proses penanganan pengaduan. Analisis diarahkan pada 

bentuk pendampingan, koordinasi, serta komunikasi lanjutan yang dilakukan 

oleh petugas kepada PMI. Unsur ini digunakan untuk melihat komitmen petugas 

layanan dalam memberikan solusi serta memastikan bahwa keluhan PMI 

mendapatkan perhatian yang berkelanjutan. 

 
Keseluruhan unsur tersebut digunakan secara terpadu untuk menggambarkan tingkat 

responsivitas layanan pengaduan PMI bermasalah di BP3MI Provinsi Lampung. 

Fokus penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif 

mengenai praktik pelayanan pengaduan PMI di tingkat pelaksana serta kualitas 

respon yang diberikan oleh petugas layanan sebagai bagian dari pelayanan publik di 

bidang pelindungan PMI. 

 
3.3 Lokasi Penelitian 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP3MI) Provinsi Lampung yang berlokasi di Kota Bandar Lampung. Pemilihan 

lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris dan akademik yang berkaitan 

langsung dengan fokus penelitian, yaitu responsivitas layanan pengaduan PMI 
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bermasalah. BP3MI Provinsi Lampung berperan sebagai unit pelaksana teknis yang 

menyelenggarakan layanan pengaduan bagi PMI di tingkat daerah. Posisi tersebut 

menjadikan BP3MI Lampung sebagai lokus yang relevan untuk mengkaji praktik 

pelayanan pengaduan PMI. 

 
BP3MI Provinsi Lampung memiliki tugas dan fungsi dalam pelindungan PMI, 

termasuk penerimaan dan penanganan pengaduan PMI yang mengalami 

permasalahan. Interaksi langsung antara petugas layanan dan PMI atau keluarga PMI 

terjadi dalam proses pelayanan pengaduan sehari-hari. Kondisi tersebut 

memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana respon petugas 

diberikan dalam situasi pelayanan nyata. Dengan demikian, BP3MI Lampung 

menjadi lokasi yang tepat untuk menelaah responsivitas layanan pengaduan PMI. 

 
Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah pengirim PMI dengan tingkat 

mobilitas tenaga kerja migran yang relatif tinggi. Tingginya jumlah penempatan PMI 

berimplikasi pada meningkatnya potensi permasalahan yang dihadapi oleh PMI 

sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri. Kondisi tersebut berdampak 

pada meningkatnya kebutuhan layanan pengaduan PMI di tingkat daerah. Intensitas 

pengaduan yang masuk menuntut kesiapan petugas layanan dalam memberikan 

respon yang cepat dan tepat. 

 
Permasalahan PMI yang muncul di Provinsi Lampung mencakup berbagai aspek, 

seperti permasalahan gaji, pemutusan hubungan kerja sepihak, kekerasan, serta 

permohonan pemulangan. Pengaduan atas permasalahan tersebut umumnya 

disampaikan langsung kepada BP3MI Provinsi Lampung melalui berbagai kanal 

layanan yang tersedia. Situasi tersebut menjadikan BP3MI Lampung sebagai ruang 

empiris yang kaya untuk mengkaji respons petugas layanan pengaduan. Fokus 

penelitian diarahkan pada bagaimana responsivitas layanan pengaduan dijalankan 

dalam menghadapi berbagai jenis permasalahan PMI. 
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BP3MI Provinsi Lampung juga menyediakan akses terhadap data pengaduan PMI, 

dokumentasi pelayanan, serta informan yang terlibat langsung dalam 

penyelenggaraan layanan pengaduan. Ketersediaan akses tersebut mendukung 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang 

diperoleh digunakan untuk menganalisis responsivitas layanan pengaduan PMI secara 

komprehensif. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan 

temuan empiris yang relevan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang 

pelindungan PMI. 

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah aktifitas komunikasi antara dua orang atau lebih untuk 

bertukar informasi mengenai masalah tertentu atau bertukar ide melalui tanya 

jawab, sehingga penulis dapat mengambil makna dalam sebuah topik tersebut. 

Melalui wawancara, penulis mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai 

situasi dan fenomena yang terjadi di lapangan, yang tidak dapat ditentukan hanya 

melalui observasi. 

 
Tabel  2. Daftar Informan Wawancara 

No. Informan Tanggal Informasi yang didapat 

1. Lyse Nuriska, S.H 
(Ketua Tim Pelindungan 
BP3MI Lampung) 

24 Februari 2026 Informasi mengenai kebijakan dan 
mekanisme layanan pengaduan PMI 
di BP3MI Lampung, meliputi proses 
penerimaan laporan, analisis kasus, 
koordinasi penanganan dengan 
instansi terkait, serta peran BP3MI 
dalam memberikan pelindungan 
kepada PMI yang mengalami 
permasalahan. 

2. Paskah Manurung 
(Staff Pelindungan BP3MI 
Lampung) 

24 Februari 2026 Mengenai penerimaan laporan 
pengaduan PMI di layanan front 
office, penggunaan crisis center 
sebagai sistem internal, serta 
pengelolaan pengaduan melalui 
formulir pengaduan Google form 
(Gform). 



32 

 

3. Haerul Mutakim, S.Kom. 
(Staff Pelindungan BP3MI 
Lampung) 

24 Februari 2026 Mengenai validasi proses laporan 
pengaduan PMI, analisis penanganan 
kasus, serta pengalaman penugasan 
penjemputan PMI yang dipulangkan 
dan proses serah terima kepada 
keluarga. 

4. Sigit Kurniawan  
(CPMI yang melapor) 

2 Maret 2026 Pengalaman CPMI dalam 
melaporkan dugaan penipuan peluang 
kerja ke luar negeri serta tanggapan 
petugas BP3MI Lampung dalam 
memberikan penjelasan, arahan, dan 
tindak lanjut terhadap laporan yang 
disampaikan. 

5. Mrs. X  
(PMI yang melapor) 

2 Maret 2026 Pengalaman PMI yang mengalami 
permasalahan saat berada di negara 
penempatan serta penyampaian 
pengaduan kepada BP3MI Lampung. 

6. Hadi Suloso 
(PMI yang melapor) 

4 Maret 2026 Informasi mengenai pengalaman PMI 
yang mengajukan pengaduan terkait 
permohonan pemulangan akibat sakit 
saat berada di negara penempatan 
serta persepsi terhadap kecepatan 
respon dan kejelasan informasi yang 
diberikan oleh petugas BP3MI 
Lampung. 

7. Ilhamsyah 
(CPMI yang melapor) 

13 Maret 2026 Informasi mengenai pengalaman 
CPMI yang hampir diberangkatkan 
secara nonprosedural serta respon 
BP3MI dalam memberikan 
penjelasan, pencegahan, dan 
penanganan terhadap potensi 
penempatan ilegal. 

Sumber: Diolah peneliti, 2026. 

 
b. Observasi 

Menurut Sugiyono (2013), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas, perilaku, serta situasi 

yang terjadi di lapangan untuk memahami makna di balik tindakan tersebut. 

Melalui observasi, peneliti tidak hanya dapat melihat apa yang terjadi, tetapi juga 

memahami situasi dan kondisi yang menyertainya. Dalam penelitian ini, 

observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses layanan 

pengaduan di BP3MI Lampung, termasuk bagaimana petugas melayani dan 

berinteraksi dengan pelapor.   
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan dari peristiwa yang telah berlalu, dapat berupa 

gambar, tulisan maupun karya seseorang. Dengan dokumentasi, penulis dapat 

menemukan data-data atau dokumen-dokumen sebagai pendukung penelitian. 

 
Tabel  3. Daftar Dokumen Penelitian 

 
No. 

Dokumen Substansi 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017  
Tentang Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia. 

1) Tugas tanggung jawab dan 
kewajiban pemerintah. 

2) Hak dan kewajiban PMI 
3) Pelindungan PMI 

2. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja 
Migran/ BP2MI Nomor 23 Tahun 2025 
tentang Layanan Pengaduan dan 
Penanganan Permasalahan CPMI atau 
PMI 

1) Ketentuan layanan pengaduan 
PMI. 

2) Ruang lingkup penanganan 
permasalahan PMI. 

3) Mekanisme dan tindak lanjut 
pengaduan PMI. 

3. Data Pengaduan PMI BP3MI Lampung 
tahun 2021-2025. 

Jumlah pengaduan PMI yang 
masuk 

4.  Data Penempatan PMI BP3MI 
Lampung 2021-2025. 

Jumlah penempatan PMI asal 
Provinsi Lampung. 

 
5. SOP Layanan Pengaduan KP2MI Prosedur operasional penanganan 

pengaduan PMI mulai dari 
penerimaan, tindak lanjut, hingga 
monitoring layanan. 

Sumber: Diolah peneliti, 2026. 
 

3.5 Teknik Analisis Data 
 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Noviawati, 2023), analisis data dimaksud 

sebagai upaya dengan cara mengorganisir data, memilih data untuk dikelola. Tahapan 

dalam analisis data terdiri atas: 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan kepada petugas BP3MI Lampung dan CPMI/PMI yang 

pernah mengajukan pengaduan untuk memperoleh informasi mengenai proses 

layanan pengaduan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung 

proses layanan pengaduan di BP3MI Lampung, mulai dari penerimaan laporan 

hingga koordinasi penanganan kasus. Dokumentasi dalam penelitian ini 
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dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti SOP layanan 

pengaduan, foto kegiatan pelayanan, serta data pengaduan PMI. Sebagai contoh, 

dalam penelitian ini peneliti memperoleh data wawancara dari pihak instansi 

BP3MI mengenai prosedur penerimaan pengaduan PMI melalui layanan tatap 

muka maupun secara online. Peneliti juga memperoleh data wawancara dari 

CPMI/PMI untuk menjelaskan pengalaman mereka saat menyampaikan 

pengaduan.  

b. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan dengan cara memilah, merangkum, dan memfokuskan 

data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi data 

dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi ke dalam unsur responsivitas pelayanan publik, yaitu kemampuan 

merespons, kecepatan pelayanan, ketepatan pelayanan, kecermatan pelayanan, 

ketepatan waktu, serta kemampuan menanggapi keluhan. Sebagai contoh, hasil 

wawancara dari salah satu PMI yang menyatakan bahwa petugas BP3MI 

Lampung memberikan respon awal melalui Whatsapp pada hari yang sama 

ketika pengaduan disampaikan. Data tersebut kemudian dimasukkan kedalam 

unsur kecepatan pelayanan. Sementara, data mengenai penjelasan petugas terkait 

prosedur mediasi dan koordinasi dengan pihak lain dimasukkan ke dalam unsur 

ketepatan pelayanan dan kemampuan menanggapi keluhan. 

c. Penyajian data  

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sesuai 

dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Data hasil wawancara dengan 

petugas BP3MI Lampung dan PMI yang mengajukan pengaduan disajikan 

dengan menggambarkan bagaimana proses penerimaan pengaduan, respon awal 

petugas, hingga tindak lanjut penanganan pengaduan. Misalnya, penyajian data 

dilakukan dengan mendeskripsikan bagaimana petugas memberikan penjelasan 

awal kepada PMI, waktu yang dibutuhkan untuk merespons laporan, serta bentuk 

tindak lanjut yang diberikan dalam proses penyelesaian pengaduan. Penyajian ini 

bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat pola responsivitas petugas 
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selama proses pelayanan berlangsung. Data observasi juga disajikan dengan 

mengambarkan bagaimana petugas menerima pengaduan PMI secara langsung 

dan memberikan penjelasan awal mengenai prosedur penanganan. Penyajian data 

bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat responsivitas petugas 

selama proses layanan berlangsung. 

d. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menelaah keseluruhan data yang telah 

direduksi dan disajikan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai 

responsivitas layanan pengaduan PMI. Proses ini dilakukan dengan 

membandingkan data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara dengan 

petugas dan PMI, hasil observasi di lapangan, serta dokumen pendukung seperti 

SOP layanan pengaduan. 

 
3.6 Teknik Keabsahan Data  

 
Menurut Sugiyono (2013), teknik keabsahan dalam penelitian kualitatif adalah 

laporan peneliti dalam menguji tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang 

didapat. Beberapa cara untuk menguji keabsahan data diantaranya: 

a. Uji Kredibilitas 

Uji kreadibilitas data digunakan untuk meyakinkan temuan penelitian yang 

diperoleh melalui triangualiasi data. Triangualisasi merupakan metode 

pengumpulan data yang mengintegrasikan banyak metode pengumpulan data 

dengan sumber yang ada. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber yang terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai 

contoh, informasi mengenai respon awal petugas BP3MI Lampung terhadap 

pengaduan PMI tidak hanya diperoleh dari wawancara dengan petugas, tetapi 

juga diperkuat melalui hasil wawancara dengan PMI yang pernah mengajukan 

pengaduan serta hasil observasi peneliti saat melihat proses pelayanan 

berlangsung di kantor BP3MI Lampung. Selain itu, data tersebut juga 

dibandingkan dengan SOP layanan pengaduan BP3MI untuk melihat kesesuaian 

antara prosedur dan praktik pelayanan di lapangan. 
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b. Uji Transferabilitas 

Transferabilitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan sejauh mana hasil 

penelitian dapat diterapkan atau relevan pada konteks lain yang memiliki kondisi 

serupa. pengujian ini dilakukan dengan memberikan deskripsi yang jelas, rinci, 

dan sistematis mengenai lokasi penelitian, karakteristik informan, serta proses 

penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan secara rinci 

mengenai kondisi BP3MI Lampung sebagai unit pelaksana layanan pengaduan 

PMI di tingkat daerah, karakteristik informan peneliti, serta tahapan pelayanan 

pengaduan PMI. Melalui uraian tersebut, pembaca dapat menilai apakah hasil 

penelitian ini dapat diterapkan pada lembaga pelayanan pengaduan PMI di 

daerah lain yang memiliki karakteristik serupa. 

c. Uji Dependabilitas 

Dependabilitas mengacu pada konsistensi proses penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. pengujian ini dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh tahapan 

penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan 

dilakukan secara sistematis dan dapat ditelusuri. Dalam praktiknya, uji 

dependabilitas dalam penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing, yang 

meninjau kembali proses penelitian melalui kegiatan bimbingan dan diskusi. Hal 

ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penelitian telah dilakukan secara 

konsisten dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 

d. Uji Konfrimabilitas 

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan tingkat objektivitas 

hasil penelitian, yaitu sejauh mana temuan yang diperoleh benar-benar 

didasarkan pada data di lapangan, bukan pada pendapat atau asumsi peneliti. Uji 

ini dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung seperti hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian. 

 
Konfirmabilitas dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengonfirmasi 

kembali informasi yang diperoleh kepada informan lain untuk melihat kesesuaian 

jawaban antar sumber. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang 



37 

 

diperoleh tidak bersifat subjektif atau hanya berasal dari satu sudut pandang, 

melainkan didukung oleh berbagai sumber yang relevan. Selain itu, diskusi 

dengan dosen pembimbing juga dilakukan untuk memastikan bahwa hasil 

penelitian sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 



 

 

 

 

 

V. PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai responsivitas layanan pengaduan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) di BP3MI Lampung, dapat disimpulkan bahwa secara umum 

layanan pengaduan telah cukup responsif, terutama pada aspek akses layanan, respon 

awal petugas, serta upaya tindak lanjut terhadap permasalahan yang dilaporkan. 

Ketersediaan berbagai kanal pengaduan seperti layanan tatap muka, WhatsApp, call 

center, e-mail, dan media sosial menunjukkan adanya upaya instansi dalam 

mempermudah masyarakat menyampaikan aduan. Kondisi tersebut memperlihatkan 

bahwa BP3MI Lampung telah berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan 

pengguna layanan yang beragam.  

 
Petugas layanan menunjukkan kemampuan dalam menerima laporan, memahami 

kronologi permasalahan, serta memberikan tindakan yang disesuaikan dengan 

karakteristik kasus yang dihadapi PMI. Dalam praktiknya, penanganan pengaduan 

tidak dilakukan secara seragam, melainkan melalui langkah yang berbeda seperti 

pemberian informasi, mediasi, koordinasi lintas instansi, hingga pendampingan 

lanjutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa aspek kepastian waktu penyelesaian 

masih menjadi tantangan. Durasi penyelesaian pengaduan belum dapat disamaratakan 

karena dipengaruhi kompleksitas masalah, kelengkapan data, lokasi PMI, serta 

keterlibatan pihak lain yang memiliki kewenangan. 
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5.2 Saran 
 
1. Saran Praktis 

BP3MI Lampung diharapkan dapat mengembangkan dashboard pelacakan 

pengaduan yang dapat diakses pelapor untuk mengetahui posisi penanganan kasus 

secara real time, sehingga pengguna layanan tidak harus menanyakan 

perkembangan kasus secara berulang kepada petugas. Selain itu, instansi juga 

perlu menyusun klasifikasi estimasi waktu penanganan berdasarkan jenis kasus, 

seperti kasus ringan, sedang, dan kompleks, agar masyarakat memperoleh 

gambaran waktu layanan yang lebih jelas. Penguatan evaluasi layanan juga dapat 

dilakukan melalui survei setelah penanganan kasus yang secara khusus menilai 

pengalaman pengguna layanan pengaduan. Di sisi lain, upaya preventif perlu 

diperluas melalui edukasi digital secara berkala mengenai migrasi aman, ciri 

penempatan nonprosedural, hak PMI, serta tata cara pelaporan cepat melalui 

kanal resmi layanan yang dapat diakses semua kalangan dengan lebih mudah. 

2. Saran Akademik 

Penelitian ini masih terbatas pada kajian mengenai responsivitas layanan 

pengaduan PMI di tingkat pelaksana teknis daerah dengan menggunakan unsur 

responsivitas menurut Zeithaml dkk. (dalam Hardiansyah, 2018). Bagi penelitian 

selanjutnya, kajian mengenai layanan pengaduan PMI dapat dikembangkan 

menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna 

layanan secara lebih luas dan terukur. Penelitian berikutnya juga dapat 

memfokuskan analisis pada efektivitas koordinasi lintas instansi dalam 

penyelesaian pengaduan PMI, mengingat banyak kasus membutuhkan 

keterlibatan lembaga lain di luar BP3MI. Selain itu, studi komparatif antar daerah 

juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi best practice pelayanan pengaduan 

PMI serta merumuskan model layanan yang lebih adaptif dan responsif di tingkat 

daerah. 
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